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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan 

dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah yang diambil oleh Polres Sleman dalam mengungkap 

kasus penggelapan mobil rental adalah: 

a. preventif (pencegahan) 

1) Memberikan penyuluhan kepada setiap pengusaha rental mobil 

untuk memasang alat GPS yang letaknya sulit untuk diketahui letak 

pemasangannya oleh penyewa. 

2) Memberikan penyuluhan kepada setiap pengusaha rental mobil 

untuk lebih selektif memlih penyewa agar tidak digelapakan oleh 

penyewa. 

3) Memberikan penyuluhan kepada setiap pengusaha rental mobil 

untuk selalu mengecek keberadaan mobil yang disewakankan kepada 

penyewa 

b.  represif (tindakan hukum). 

1) Berusaha untuk menemukan kembali barang hasil penggelapan. 

2) Memberikan sanksi melalui proses hukum. 

3) Pembinaan terhadap pelaku penggelapan mobil rental untuk tidak 

mengulangi lg perbuatannya. 
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2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus penggelapan mobil milik 

rental mobil adalah sebagi berikut: 

a) Hambatan yang berasal dari eksternal Polres 

1) Sulitnya menemukan barang bukti. 

2) Adanya jaringan sindikat pelaku penggelapan mobil rental yang 

terkoordinir dan terorganisir. 

3) Keterlambatan korban dalam melaporkan. 

b) Hambatan yang berasal dari internal Polres 

1) Adanya kemungkinan oknum aparat ikut terlibat dalam kasus 

penggelapan mobil rental. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

menyarankan: 

1. Agar pihak Kepolisian Daerah Sleman  lebih menekankan kegiatan 

pendekatan kepada masyarakat agar terjadi hubungan yang lebih baik dan 

harmonis. 

2. Agar pihak Kepolisian Daerah Sleman meningkatkan profesionalismenya 

dengan meningkatkan kwalitas kemampuan baik secara individu (anggota) 

maupun secara kelembagaan sehingga mampu melakukan upaya yang 

lebih maksimal guna menanggulangi kasus penggelapan mobil rental. 
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